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INSTRUKSI PEMERINTAH NO, 1 TAHUN 1950 .=

: ‘ tentang

Tindakan=-tindakan berhubungz penzzabunga

Bagian dan Daerah< lainnja kepada Repu
_ne sia

-

aerahs
1k Indo=-

PEMERINTAH REPUBLIK INDCONESIA,

bahwa dengan penggabungan Daerah-daerah Baglan dan
Daerah-dacrah lainn ja kepada Republik Indoncsia -
perlu ditetapkan instrulsi jang menetagkan tjaru
mend julankan pemerintahun wmmja,kepada para Gu=-
bermur dan Kepalae Djuwntand jnng bersangkutan;
Pembitinraan® dalam Sidang Dewan Menteri ke 17 pna-
da tz.ll Maret 1950;

-

MEMUTUSKAN

Menetapkan instruksi jang menetapkan tiara mepndjalankan ne-
marintahanpumumnjd, kepadd para Gubernur dan Kupafaé %deﬂguh

jang bersangkutan, sebapal berikut:

1.

2.

4'v

ran 1 arti,bahva Re: ik Indonesia mengoper

Bengeabungan, 1k, BOERT “ha ik T_»lfi?&-'}a%%gind%&_Q‘gﬁ&mﬁ Pintane

Dadrahs Bafian dan Duerahe lainnja, Jang digabungkin,

Penggabungan ini berarti hapusnja Daerah? Busian d“n'DaGTth

lainnja Jjang digabungkaf itu sebagal kesatuan ketata-négarasn

(staatkundige eenheden), Pemerintah Republik Indonesia alkan

secera menjatakan status Daerahc itu dalam’ sssuatu hubungan

ketata=negaradh didalam Republik Indonesia, berdasarkan Un-

dar:-yndang No.22 tahun 1948,

Gubsrnur Republik Indonesia mendjalankan pemerintahan dan

mengambil tindakan? scebagal wakil dan atas nama Pemerintah

Republik Indonesia, mengenal soalZ Jang tidak tormusuk urusin

Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau sonle jang tidak

srmasuk tuzas djawatan® atau ingtanci? sane divmis lanssune
gigﬁléghoggﬁéﬁh1§asggqﬁepdgigk%%§“3§§§Tuac?ﬁ.dﬁ3§%ori B "

Kenmenteriund jang bersangkutan,

@, Serula Peraturan~ dan Undang? Republik Indonesia denfun:
gendirinja berlaku didaerahz bagian jang digabunckan ke-
tjuanli peraturan peraturan dan Undang® jang menurut keae

,- daan belum dapat didjalankan,

b. Segala Peraturand dan Undang? didaerah? jang digabungkon
itn berlaku, selama tidak berténtangan dengan peraturuan?
dan Undangs Republik Indonesia, dengan ketentuan, bahwa -
‘Meuteri Jjuang bersangkutan berhak menetapkdn,sc...datu Pera-
turan atau Undangd, walaupun bertentangan, untuk sementa-

. rao waktu tetap berlaku, guna kepentingan umum,

o, Apabila ada Peraturan? atau Undangs Pemerintah Republile
Indonegia Serikat atau Peraturand atauw Updange Jang di- °
oper oleh Pemocrintah Republik Indonesia Seriﬁut t1dal: co-
sual atau bertentancan dengan Peraturans dan Undangs Re-
publik Indonesia, maka Gubernur meneruskan Peraturané duu
Undang? itu kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia,

para Kepala Daerah (Gubernur, Residon dan Bupati JRepublik:
Indopegia dengan segenap pegawal dibawah plmpincnnja, ber-
kewad jiban mengatur supaja pemerintahan didncrah magfinga
berd jalan terus dan mengusahalkan adanja kocrdinasl jang baik
antara djawatan? dan instansi?2 Republlk Indonesla serta me-
ngadakan peruturand dan mengambil segala tindakang jang per-
1u, : ;

Djawatan? Penerangan harus sSdgera meluaskan activiteitnjia

v L% meresapkan rakjat umum, bahwa mereka telah kembali ke

I . ntt Tndenegia dan menhimbing mereka agar bertindal” “C-e
bugal warga negara jurs “Ci7ctl dalam negara hukum,bieuu jaul-
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semua %eraﬁuran dan Undang?, Pemerintah djangan bertindak
ragu2 terfhadap perbuatan perseorangan atau gerombolan jang
mengasjau. =

Dewan Perwalilan Rakjut Daérah, Kabupaten dan Kota Qi Da-’
oraha jang digabungkan itu,semua dibubarkan, Selandjutnja,
menunggu disusunnja Dewan Perwnkilan Propinsi,Kabupaten -
atay Kota menurus Undangs ‘Pokok Pemerintahan f)aergn yGuber-
nur, Bupiti atau Walikota, membentuk Dewan Perwakilan Pro-
pinsi, Kobupaten dan Kota sementara,menurut Peraturan Jang
segaera akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Poraturan pembagian barang? (distribusi) ‘dan berlakunja
peraturan tersebut dibekukan dan pembagian dapat didjalorn.
kan lagl apabila Pemerintdh Pusat Republik Tndonesla telil.
menetapkdn Peraturan baru, Selama peraturan termaksud di-
tetapkan, Kepala Daerah (Gubernur, Residen dan Bupati)da-
pat mengadakin perafuran sementara jang adil, dengin ke-
tentuan bahwa peraturan Bupati tidak boleh bértentangan
dengan peraturan Residen, seterusnja pernturan Residen ti-
dak bolch bertentangan dengan peraturan jong ditetapkan
oleh CGubernur,

Agar perckonomian rakjat dapat lebih berkc -bang,Kepala Do-
ernh hendaknja dengan Sekuat tenaga membanibu Djawatane
Jong bersangkutan dalam usahanja memperbaiki djaline umum,
ereta_ﬂpi, djembatand, Filpun dan alat perhubungan lain-
nja,

Bila ada Daerah® Jung wiskin jang menghendalki tindakand

chusns dari Pémerintah (misalnja bantunn makans ,BBgfﬁwn
B8 1181

dan Bobagainja) ,Gubernur difiinta scgora mengusulks
itu kepngu Pénéfintan Pusat.
gomua perniagnan, perusahacn perkebunin dun_pﬁrtwninn su-
ggja gnygt berd jalan terus menurut sjhratﬁ don periburan
ang sudah disesuaikan dengan keadaan,
¢ ST Sam : 5 ik Kepolisinn da esiden’
B R heAn Repata Rebe b in 1B2e5iadhan Bupaja ro-
nindjay ¥ekuatan dan kemampuan kepolisian untuk dacrahnja
masing-2,dan mongusylkan Sepala Sesuntu %ung perlu kﬁﬁ“aﬂ
Femerintah Pusat, Adalah kewadjiban terutama dari PemG-
rintah, supajn dengan tegas dapat mendjamin keamonan do
ketenteramafi umum dan @apat memberantas Segnla kexat jaw .
jane timbul, ' ’ ' ]
1f Tlape Gubernur, Residen, Bupditi, Wedana, Tjamat atau’
pegawai2 lain jang ditund juk,oleh Gubernur atau Rosi-
den, dalam hal ini masing? dianggap eomptabel,sesudal
melaksanakan timbamng terimn kekuasaan pemerintahan
(dienstoverdracht) harus mengadakan timbang terir
urusan keuangan dan matericcl dilakukan dengan prooc,
perbaal didjalankan oleh gSemua djavatan oleh Kepala
Djawatannja masinge dibawah pengawasan Gubernur,Resid
ddn Bupati,jang menjebutkant '
a, pénutupan kasboeken dan pembekuwannja, serta perint.d
- penghentian scgala nengeluaran. ; :
b, banjaknja djumlah dan djenis dang (perak, tembaga,
coupures,uihg’ kertas, wissels, S,p.f.U. (mnndant),
+ cheques 411, 7. 5 , ) '
C, gendjolasan téntang tudjuan uang itu, misdlnja un-
d

uks gadji pegawail, padjak, ongkos kuntor, dendas
» [ 2
d, bunjaknja dan djenis barang? %m@dga tulis, lumari,
med ja, fursi, mosin tulis | fabrikdat dan fabricky:
nunmer) sepeda dinas (dengin merk dan nomor) mobil,
jeep, pick-up, truck’'dll.,), seterusnja mudang? do-
~ ngan isinja %éjumlah, djenis serta kvaliteitnja).
" e, pendjelasan fentang keaduan barang? terscbut.
2) . Selekas mungkin setelah terdiadi timbung terima ,Cubeh—
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gambil menunggu pengsjahkan dari Komenterian jang ber--
sngkutan. Djika berhubung dengan berapa hal, untuk lan~
tjarnja pekerdjman, ditimbang perlu menggunakan pegawai
Daerah2 Bagian'jang digabunpskan, atau perlu menggunakan
pegawai R.I.S., penundju'can itu-dapat dilakukan buat so-
~mentara sampal ada putusan lain, :

3} JAnggaran Dacrah? Bagian jang digabungkan, Sementara’
~d3oper oleh masing? Kementerlian? Ropublik Indonesia.

4) JHutang (vorderingen) jang belum dilunasi (vereffend)
ketiuali gadji pegawal dan pengeluarand ketjil jang ter-
tehty untuk kebutmhan? kentor, harus didaftdr dalan
waktu tiga bulan setelah pengoperan terd jadi,satu d:n

“1ain untuk mempermudal pembajarannja. = . .

5} ,Sctiap waktu Kasaanvulling dan Kasvoorzlienlng tidak bor-
djalan baik, Gubernur (ReSiden) harus segcra me lapur-
kannja kepada Pemerintah Pusat dengan'mengemukahan 5G -

, . bab2nja; agar dapat diurus lebih land jut. \
10, a, Pegawai-2 jang ada didaerah vekas Daerah Baglan iaah:
1, Pegawul R@pgb%gk Indonesia
S Daraws aerd agia s
g: ggﬁﬁgi% g?%{s;“jgngld?)erbantukan ke pada Dagrahdrbum
1%n termasuk pégawai bangsa Belanda jang diperbang
" fukan, By . . T .
&, pegawai R.I.S. jang mendjalankan federale 9i8ﬂut9n|
Terang bahwas 1) BG@&Wai Republik Inddnesia dipertahan=
can '
' 2) pegéwai bekas Daerah-2 Bagian pada
wmumnja kita oper, sedang
3) pegawai Republik Indoncsia Serikat
jan% diperbantukan itu kita urus se-
perti beékas Dderah~Z Baglan dahulu me-

ngurus mereka, tetapi selandjutnja ho-
rus dipetjahkan apakah mereka itu kit
butuhkan atau tidak, terutama jang mc-
ngenai pegawai bangsa Belanda; kalsu
tidak, maka mercka kita kembulikan<.
mereka tetap.mend jadi tanggungan R.l.wosy

4) pegawald R.I,8, jang mend jalanikan fe=-
derale diensten akan tetap 4da,selama
diensten tsb, dipertahankan,

Seland jutnja pertama-tama pegawai non-coopcratoren ha-
rus kita kerd jakan dahulu semua, Walaupun pégawai Re-
publik Indonesia dan pegawnil bekas Dasrah2 Bagian atau:
éhalitu tii]u‘peg&WJi R.,I.S. jang dipsrbantukan %tu k?ta pertahunkan{i
lah beterti, dalam kedudukan merska sekarang ini, Inil berarti,bahwa.
bahwa mereka kita harus menjusun baru (mengadakan herschikking) .Dju-
gguga kita ga herschikking dalam kalangan pegawai Republik,mengi-
Irabankan s ey . ‘ : :
ngat bahwg pdnaak tenagaz darirat jang diangkat hanja
wntuk politis eoffect, tetapi tidak ada atau.kurang sc-
kgli adanja keachlian jang diperlukan, Disamping itu ma-
sih dapat disqngsikan apakah mercka 'itu sungguhl pegn-
wui dalap arti kata jang sebenarnja, Bagi tenagag ini
Jang masih dapat disangsikan apakah mereka itu sungsul
dapat Qianggap pegawai, dapat dipakai constructie,misni-
nia sad jaz"tenaga sementara'jang dalam keadaan daryrit
diserahi pekerdjaaa (tjamat, wedana dan sebizainin) .
Dengan demikian, juridisch penjelesaian akan leblll midr s
dan practisch; selama bekerd ja sebagai tonuga larur’’
mereka diberi penghasilan sebesar djumlah jang didcu -
kan {_-fixeerda bedragen) 1 agan tidak adatundi~noars

‘

Inin disanpinonja e & «
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latn disanpingnja: Kepada Kepala Daorah dafat di{serah-
kan ménindjau, apakah mereka tidek dapat dipokerdjakan
pada kedudukan jang Sungguh sesuai dongan ket jakapan pe.
reka: Kdalau tidak nungkin, hal itu fanti mend)jndl tugas
Kementorian Pembangunnn Masjarakat'dan Kementerian Fer-
buruhan untuk diurus lebih land jut,. Jang sSuiggvh pogawal
dalnm artikata sebenarnja, dan 1ozl non-cocperabtor.hatus

dirakerdjakan kemball danmin semun. Herschikking aidjie

. lunka: oleh Kementierian® masings jung harus dapat nengs

C moneinomet
2 gnipyen O

ganti dengan segcra tenaga? pimpinan dengon republikeis
nen~-nen=cooperatoren, daa rila itu tidak mungkin, tru-~
1+ dapat aipergnnnkan tenugaé asal éar bekas DﬁGlH?%‘
Bidian, jal%n meveka jong politis masih.acceptabel -inn

e

T s

iannula djuga oapabol,

SR hoinsjaf akan kegardjilan dan rasy ken
a:i1lan berss g tetﬂ%i untuk SGQL? ara Waktu 8ol
grdji didjalnixan fienurut peraturane Jang masin ber.aku.

Instruksi berisi pcrubahon akan segora menjusul

iR K

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tangegal 13 M ar e & 1950
PEMERINTAH RIPUBLI I?DONESIA
Perdann Menteri,
l'tltd” it
Dr, A., Halim,

Dixirinmkan kepada: 40

1, Somua XKementerian R,I.
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Djawatan R.I.
Guocrnur di Dawa dan Sumlitera
gesligndgiD?&%gaddan Sumatera untuk diketahui

uia an Sumaterz
Wa i KO'UO.-' 1 ] it

Dipcrbanjak_dan disiarkan

- 0LchL
Kemeonterian Penerangan
Republik Indonesia
i T Pt
Sodo,
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KITA ADJA, 285 Iaart 1950,-
s No : El??/B/Um.- ;-
Lampiran : l,.- -
Perihal ¢ Instruksi Pemerintah o, 1
: tahun 1950,-
Instruksi Penerintah No. 1 tahun 1950,
Dengan hormat dikirimkan kepada Jang terhormat
Saudara: >
1., Ketua Dewan Pemerintall Dawrah Atjeh di Kutarad}a,
\ 2, Bupatiz Daerah At jeh, '
3, Wali ota di Kute I‘:ld% : 8
. 4, Kepala2 Djavatan/Kan of ‘Centraal di Kutaradjz,s

- untuk dimaklumi, -

A.m. g i 7,
d.d. 5
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